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<p>Latar belakang masalah penelitian ini adalah sangat melimpahnya potensi laut yang dimiliki oleh
perairan provins Bengkulu, hal tersebut mendorong terjadinya eksploitasi taut yang sangat besar. Dalam
upaya mencari keuntungan yang besar ada sebagian nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan
menggunakan alat yang dilarang oleh Undang-undang alat tersebut antara lain adalah alat tangkap trawl
yang beroperasi di wilayah Perairan Bengkulu. Maraknya tindak pidanaillegal fishing dengan penggunaan
alat tangkap trawl tersebut menuntut Polri untuk melakukan penegakan hukum diwilayah perairan Polresta
Bengkulu. Mélihat kenyataan yang ada maka peneliti marimba mengangkat permasal ahan dari |atar
belakang diatas, masalah yang diangkat antaralain mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak
pidanalllegal Fishing yang dilakukan oleh Polresta Bengkulu. <p>Penelitian ini dilakukan dengan lokasi
penelitian adalah wilayah hukum Polres Bengkulu dengan waktu penelitian selama 3 bulan yang
dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2007. Penelitian ini terdiri dari permasalahan pokok
dengan 3 persoalan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mans pelaksanaan penegakan hukum
yang dilakukan nleh Penyidik Polri khususnya dan Sat Reskrim Polres Bengkulu pada umumnya dalam
rangka pel aksanaan penegakan hukum dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidanaillegal fishing
yang terjadi di wilayah perairan Bengkulu Pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan pengamatan,
wawancara dan pemeriksaan dokumen dan penelusuran pustaka. Metode yang digunakan adalah deskriptif
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. <p>Temuan yang diperoleh adalah pertama, Penggunaan alat
tangkap trawl dalam melakukan penangkapan ikan di perairan Bengkulu sudah mencapai tingkat yang
mengkhawatirkan, dan kadang terjadi keributan yang berujung pada pembakaran kapal trawl oleh nelayan
tradisional. Kedua, Pelaksanaan penegakan hukum dengan melakukan penyidikan luaus penggunaan kapal
trawl oleh Sat Reskrim Polres Bengkulu belum dilaksanakan secara maksimal. Ketiga, yang menjadi
hambatan dalam melakukan penegakan hukum adalah sarana dan prasarana, kerjasama dengan instansi lain,
anggaran dan personal. Teori yang digunakan dalam pembahasan adalah teori manajemen, teori motivasi.
teori kejahatan rasional, teori orgaiiisasi, konsep penegakan hukum, konsep potisi dan kepolisian, konsep
penyelidikan dan penegakan hukum serta konsep illegal fishing. Dalam pembahasan secara keseluruhan
peneliti menganggap perlu adanya upaya yang dilakukan Polres Bengkulu dalam rangka meningkatkan

pel aksanaan penegakan hukum tindak pidanaillegal fishing. <p>Akhirnya peneliti menyimpulkan bahwa
apabila pelaksanaan upaya penegakan hukum dil aksanakan secara maksimal maka penegakan hukum
terhadap tindak pidanaillegal fishing akan berjalan dengan baik. Saran-saran yang diberikan peneliti antara
lain yaitu agar melakukan peningkatan kemampuan penyidikan para penyidik Polri maka perlu kiranya
diadakan pelatihan-pel atihan yang memperdalam pengetahuan tentang illegal fishing bagi para penyidik
Polri melakukan sosialisas Undang-undang RI no 31 tahun 2002 tentang perikanan kepada para personil
Polri. Bagi peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah ilegal fishing
terutama masalah jaring trawl, maka peneliti menyarankan untuk lebih mendalami tentang pertikaian
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nelayan biasa dengan nelayan yang menggunakan jaring trawl, karena fakta yang didapat oleh peneliti
bahwa sering terjadi pertikaian antar nelayan biasa dengan nelayan trawl.



